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Abstract

The Banten Provincial Government issued a motor vebicle tax ammnesty policy throngh Banten Governor
Decree Number 286 of 2025 concerning the exemption of principal and administrative sanctions of the
Motor Vebicle Tax (Pajak Kendaraan Bermotor/ PKB). Although directed at increasing Regional
Original Income (PAD) and easing the economic burden of taxpayers, this policy has sparked controversy
related to the sense of injustice experienced by compliant taxpayers who do not receive equivalent
appreciation. This study aims to identify the supporting factors of the policy and to critically analyse it
through the principles of al-'adl (justice) and maslahab mursalah within Islamic legal theory. The research
employs a normative juridical method with an analytical approach, relying on primary and secondary legal
materials gathered through library research and analysed gqualitatively. The results indicate that supporting
factors include the rectification of vehicle tax arrears data, the optimisation of PAD for infrastructure
development (the "Bang Andra" programme), and the enbancement of compliance and asset legality.
However, substantively, this policy is not fully aligned with al-'adl, as the incentive for sanction waivers
benefits only delinquent taxpayers, whereas compliant taxpayers are merely offered a limited lottery-based
reward. From the perspective of maslabhah mursalab, the policy fulfils the elements of public welfare (hifzh
al-mal) and maqashid al-shariab, yet its implementation remains imperfect becanse it violates the qath'i
aspect of justice, which constitutes a primary requirement for valid argumentation throungh maslahah
mursalah. Therefore, the policy must be evaluated and reconstructed in order to balance incentives across all
segments of societ).
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Abstrak
Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor
melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025 mengenai pembebasan
pokok dan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Meski bertujuan
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meringankan beban ekonomi,
kebijakan ini memicu kontroversi terkait rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang taat
karena tidak memperoleh apresiasi setara. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor
pendukung kebijakan dan menganalisisnya melalui tinjavan prinsip a/-'ad/ dan maslahah
mursalah. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan analitis (analytical approach). Data bersumber dari bahan hukum primer dan
sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka (library research), kemudian dianalisis
secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung kebijakan
mencakup akurasi pendataan tunggakan, optimalisasi PAD untuk pembangunan
infrastruktur (program "Bang Andra"), serta upaya meningkatkan kepatuhan dan legalitas
aset masyarakat. Namun secara substansial, kebijakan ini dinilai tidak sepenuhnya selaras
dengan prinsip a/-'ad/ karena insentif penghapusan sanksi hanya dinikmati penunggak pajak,
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sementara wajib pajak taat hanya diberikan apresiasi terbatas berupa undian. Dalam
perspektif maslahah mursalah, kebijakan ini memenuhi unsur kemaslahatan umum (bifzh al-
mal) dan maqashid syariah. Meski demikian, penerapannya dianggap belum sempurna
karena mencederai aspek keadilan (dalil gath'i), yang merupakan syarat utama sahnya

berhujjah dengan Maslahah mursalah. Kebijakan ini perlu direkonstruksi agar memberikan
keseimbangan insentif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: kendaraan; pemutiban pajak; keputusan gubernur; al-'adl; maslahab nmrsalab.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi mempunyai
konsekuensi konstitusional berupa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, kedaulatan tertinggi tetap berada pada negara kesatuan, namun
secara fungsional pemerintah pusat melimpahkan sebagian wewenang non-substansial
kepada pemerintah daerah melalui mekanisme otonomi daerah. Sistem ini secara filosofis
berbeda dengan sentralisasi, yang menempatkan seluruh kendali pemerintahan pada pusat
tanpa memberi ruang gerak yang memadai bagi daerah untuk mengelola urusannya sendiri
(Diniyanto, 2016, 2017, Mahmuzar, 2023, p. 144; Muhtada & Diniyanto, 2018, 2021b).
Pilihan desentralisasi ini didorong oleh kebutuhan untuk mendekatkan pelayanan publik
kepada masyarakat, memperluas partisipasi politik di tingkat lokal, dan mempercepat
pemerataan pembangunan secara berkeadilan.

Otonomi daerah dalam praktiknya bertujuan mengurangi beban kerja pemerintah
pusat, mewujudkan efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat, memperbaiki
pembangunan dari arah bawah (boffom-up), meningkatkan integrasi nasional, serta
memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengidentifikasi persoalan dan
menyampaikannya kepada lembaga pemerintahan setempat. Konstruksi normatifnya
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, yang mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan ini kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan
terakhir disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Diniyanto, 2020, 2021a,
2021d, 2021c; Diniyanto, Muhtada, et al, 2021; Diniyanto, 2023, 2024; Diniyanto &
Muhtada, 2022; Hamid, 2011, p. 535; Luluardi & Diniyanto, 2021; Muhtada & Diniyanto,
2017).
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Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjelaskan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang serta kewajiban
daerah otonom agar mengurus serta mengatur sendiri urusan pemerintahannya serta
kepentingan setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Suatu daerah dapat
disebut sebagai daerah otonom apabila memenuhi sejumlah atribut, yakni: pertama,
memiliki urusan tertentu atau urusan rumah tangga daerah yang dilimpahkan oleh
pemerintah pusat; kedua, urusan tersebut dikelola berdasarkan inisiatif dan kebijakan
daerah; ketiga, memiliki aparatur yang independen dari pemerintah pusat; dan keempat,
memiliki sumber keuangan mandiri yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan.(Muin, 2014, p. 69). Atribut terakhir inilah yang secara langsung
bersinggungan dengan diskursus pajak daerah, sebab kemampuan finansial daerah
ditentukan oleh seberapa optimal pemerintah daerah dapat menggali, mengelola, dan
memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), termasuk pajak kendaraan
bermotor (PKB) sebagai salah satu komponen utama.

Gubernur dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, menjalankan dua peran utama
secara simultan: pertama, fungsi desentralisasi sebagai kepala daerah yang mengurus urusan
otonom seperti pembuatan peraturan daerah dan pemungutan pajak daerah; kedua, fungsi
dekonsentrasi sebagai wakil pemerintah pusat di wilayahnya, yang pembiayaannya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dualitas peran ini
menempatkan gubernur pada posisi strategis sekaligus rawan tarik-menarik kepentingan,
terutama ketika kebijakan fiskal lokal harus disinkronkan dengan kebijakan nasional.
Sayangnya, dalam praktik kenegaraan Indonesia, sinkronisasi penetapan peraturan di tingkat
daerah dengan kebijakan pusat masih sering menghadapi kendala teknis maupun substantif
(Diniyanto, 2021b; Diniyanto, Hartono, et al., 2021; Fauzan et al., 2022; Muhtada &
Diniyanto, 2017, 2021a; Prihatiningtyas, 2014, p. 43)

Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi (Gubernur) maupun Kabupaten/Kota
(Bupati/Walikota), memiliki lima kewenangan utama. Hal ini mencakup pengusulan
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pengesahan Perda yang telah disepakati bersama
DPRD, serta penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan Keputusan Kepala
Daerah. Selain itu, mereka berwenang mengambil langkah diskresi dalam situasi mendesak
demi kepentingan publik, serta menjalankan tugas-tugas lain yang diatur dalam ketentuan
perundang-undangan (Syafri, 2018). Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 35
Tahun 2023, Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur Achmad Dimyati

Natakusumah menetapkan Keputusan Gubernur No. 170 Tahun 2025 mengenai kebijakan
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pemutihan pajak kendaraan. Regulasi ini memberikan keringanan berupa pembebasan
pokok dan/atau sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi masyarakat Banten
guna mengoptimalkan penerimaan daerah serta meringankan beban finansial wajib pajak
(Tasia, n.d.). Gubernur Banten, Andra Soni, menetapkan kebijakan pemutihan pajak
kendaraan melalui Keputusan Gubernur No. 170 Tahun 2025 yang semula berlaku pada 10
April hingga 30 Juni 2025. Namun, lima hari sebelum masa berlaku berakhir, pemerintah
daerah resmi memperpanjang program tersebut melalui Keputusan Gubernur No. 286
Tahun 2025 yang ditetapkan pada 25 Juni 2025. Dengan adanya regulasi baru ini, masa
pembebasan pokok dan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diperpanjang mulai 1 Juli
hingga 31 Oktober 2025.

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan oleh Gubernur Banten ini memicu kontroversi
dan perdebatan publik, terutama bagi wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak dan
merasa kurang diapresiasi dibandingkan para penunggak. Sebuah studi empiris
menunjukkan bahwa kebijakan tax amnesty cenderung dimanfaatkan secara oportunistik
oleh wajib pajak tanpa menghasilkan perubahan perilaku jangka panjang, sehingga
efektivitasnya untuk membangun kepatuhan berkelanjutan masih  dipertanyakan
(Hermawan et al, 2020). Selain itu, dari perspektif keadilan, beberapa peneliti telah
menyoroti bahwa kebijakan tax amnesty dapat memunculkan moral hazard yang merugikan
wajib pajak taat (Sayidah et al, 2020). Fenomena ini secara langsung mendorong
munculnya pertanyaan etis dan teologis: apakah kebijakan pemutihan pajak kendaraan
Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025 telah memenuhi standar keadilan yang
seharusnya dijunjung tinggi oleh penyelenggara negara, baik dalam kerangka hukum positif
maupun dalam kerangka hukum Islam?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika kita mempertimbangkan bahwa
mayoritas penduduk Banten adalah Muslim, sehingga konstruksi keadilan dalam hukum
Islam, khususnya konsep A/-'ad/ dan Maslahah mursalah, menjadi instrumen analitis yang
penting untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Konsep A/-'ad/, sebagaimana dijelaskan
oleh Shihab (1996), tidak hanya bermakna persamaan, tetapi juga keseimbangan,
proporsionalitas, dan penempatan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Sementara itu,
Maslabah  mursalah, sebagai salah satu metode istinbath hukum dalam ushul fikih,
memungkinkan penetapan hukum atas persoalan-persoalan kontemporer yang tidak diatur
secara cksplisit oleh nash, dengan syarat tidak bertentangan dengan dalil gathi dan
menghadirkan kemaslahatan yang bersifat umum (Hidayatullah, 2018; Irsyad Al Fikri Ys,
2025).
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Kajian terdahulu mengenai kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor di
berbagai daerah seperti Payakumbuh, Jambi, dan Temanggung umumnya berfokus pada
efektivitas, tata cara prosedural, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Misalnya, penelitian
Jumaidi Agus Iasra (2023) yang berjudul Penerapan Tata Cara Keringanan, Pengurangan
dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan
Bermotor Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Payakumbuh berfokus
pada tata cara administratif dan kendala-kendala implementasi kebijakan (Iasra, 2023).
Penelitian Sartika Nauli Rambe (2024) tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi
Pajak Kendaraan Bermotor Guna Mengukur Kesadaran Hukum Taat Pajak di Provinsi
Jambi yang menekankan aspek kesadaran hukum. Kedua penelitian ini berbeda fokus
dengan kajian saat ini karena belum menyentuh ranah filosofis-teologis Islam mengenai
keadilan kebijakan pemutihan pajak (Rambe, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan
menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu: pertama, apa saja faktor pendukung
dikeluarkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025; dan kedua,
bagaimana kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif prinsip A% 'ad/ dan Maslahah mursalab.
Kebaruan penelitian (novelty) tetletak pada integrasi analisis hukum positif (administrasi
pemerintahan dan kebijakan fiskal daerah) dengan analisis hukum Islam (ushul fikih dan
figih siyasah), sehingga menghasilkan rekomendasi normatif yang lebih komprehensif bagi
penyusunan kebijakan pemutihan pajak yang berkeadilan secara substantif. Penelitian ini
tidak hanya bermanfaat secara akademik untuk pengembangan diskursus hukum Islam
kontemporer di bidang kebijakan publik, tetapi juga secara praktis bagi pemerintah daerah

dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih proporsional, etis, dan inklusif.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan
pendekatan analitis (analytical approach) untuk mengkaji hukum baik sebagai norma tertulis
(law in books) maupun kenyataan empiris di lapangan (law in action). Melalui pendekatan ini,
penulis melakukan pemeriksaan konsepsional terhadap istilah-istilah dalam peraturan
perundang-undangan serta menganalisis efektivitas implementasinya dalam praktik hukum
(Efendi & Ibrahmi, 2020; Khozin & Diniyanto, 2025; Mukarromah & Diniyanto, 2023;
Nafisah & Diniyanto, 2024). Penelitian ini menggunakan tiga kategori sumber bahan
hukum, yaitu: pertama, bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
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Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2023, dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025; kedua,
bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, kitab klasik ushul fikih, serta
referensi hukum islam mengenai prinsip maslabah mursalah dan figih siyasah; dan ketiga,
bahan non-hukum seperti literatur politik, ekonomi, kamus, dan dokumen kebijakan publik
yang relevan. Seluruh bahan tersebut dipadukan dengan data dari situs web tepercaya,
dokumen resmi pemerintah, serta karya ilmiah yang membahas kewenangan kepala daerah,
kebijakan fiskal, dan prinsip keadilan, guna mendukung analisis yang komprehensif
(Muhaimin, 2020). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan
melalui studi pustaka (Zbrary research) dengan mengidentifikasi regulasi, literatur ilmiah, serta
sumber internet terkait pemutihan pajak, konsep a/-'ad/, dan maslahah mursalah. Bahan
hukum yang terhimpun kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi mendalam
dan pengolahan sistematis terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta non-hukum.
Proses ini bertujuan untuk mengungkap latar belakang dikeluarkannya Keputusan
Gubernur Banten serta meninjau kebijakan tersebut dari perspektif keadilan dan
kemaslahatan menurut hukum Islam (Atika & Diniyanto, 2025; Muhaimin, 2020; Ramadani

& Diniyanto, 2023; Ulum & Diniyanto, 2024).

Pembahasan
1. Faktor Pendukung Dikeluarkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor 286
Tahun 2025

Sebelum membahas terkait dengan faktor pendukung dikeluarkannya Keputusan
Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025. Perlu kiranya membahas terkait dengan
pengertian al-’adl, makna adil dalam Al Quran, dan teori maslahah mursalah. Pengertian al-
’adl dapat dirunut secara etimologis, dari kata A/ ad/ (J31)) yang merupakan isim mashdar
yang asal katanya dati ‘adala (J3=) dan fi'il mudhari' ya'diln (J>= 3), yang artinya bisa adil dan
tidak memihak. Al-Qur’an pada lafadz a/ ‘ad/ bisa disamakan terhadap lafadz al-gisthn yang
artinya lurus serta dengan lafadz @/ mizan yang artinya timbangan. Adil menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai tidak memihak atau berat sebelah,
berpihak terhadap kebenaran, serta seharusnya atau tidak sewenang-wenang. Definisi ini
secara substansial sejalan dengan pemaknaan adil dalam tradisi keilmuan Islam, meskipun
yang terakhir memiliki kedalaman teologis yang lebih kuat.

Sayyid Mujtaba Muasawi Lari (Rahman & Yusuf, 2025, pp. 21209-21210).

memberikan empat pengertian adil secara terminologi: pertama, meletakkan sesuatu pada
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tempatnya yang semestinya; kedua, tidak melakukan kezaliman; ketiga, memperhatikan dan
memenuhi hak setiap orang; dan keempat, tidak melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan hikmah dan kemaslahatan. Keempat pengertian ini saling melengkapi dan
mengindikasikan bahwa keadilan bukan sekadar kesetaraan numerik, melainkan
keseimbangan substantif yang mempertimbangkan konteks, hak, dan tujuan akhir suatu
tindakan. Keadilan dalam Islam mengandung dimensi distributif (memenuhi hak), korektif
(mencegah kezaliman), dan teleologis (mengarah pada kemaslahatan). Arti adil pada al-
Qur’an secara substansional memiliki arti “sama dan seimbang”. Sama merupakan
persamaan hak, seimbang ialah keproposionalan ketika mengambil suatu bagian. Allah
berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 58 :

sy Gaas ) &) 0l 1534885 1 G (5 28a 1305 Tl e 15858 0 sl &y
) S el HE @ G
 Sesunggubnya Allah memerintabkan kann menyampaikan amanta terbadap yang berbak
menerimanya dan (memerintabkan kammn) jika menetapkan bukum di antara manusia
agar kamu menetapkan dengan adil’. (Q.S. An-Nisa ayat 58).
Ayat ini mengandung dua perintah moral-yuridis sekaligus, yaitu menyampaikan

amanat dan menetapkan hukum secara adil. Konteks pemerintahan, termasuk kebijakan
fiskal, sesungguhnya merupakan bentuk amanat publik yang harus dijalankan dengan
prinsip keadilan distributif. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah, termasuk
pemutihan pajak kendaraan, harus diuji apakah amanat publik tersebut diberikan kepada
yang berhak menerimanya dan apakah penetapannya memenuhi standar keadilan.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa a@/-'zd/ mengandung beberapa makna pokok,
yakni: sesuatu yang benar, perlakuan yang tidak memihak, pemeliharaan hak-hak seseorang,
serta langkah yang baik dalam pengambilan keputusan. Pemaknaan ini sejalan dengan
tradisi filosofis dunia, seperti pandangan Aristoteles tentang justitia distributiva dan justitia
commutativa, namun dilengkapi dengan dimensi transendental yang khas dalam Islam,
yakni keterkaitannya dengan sifat Allah sebagai a/-'ad/ (Yang Maha Adil) (Mukhlisin, 2020,
pp. 65-60).

Al-Qur'an mengonsepkan keadilan (a/-'adl) ke dalam empat makna utama yang saling
terkait. Pertama, persamaan hak dalam menetapkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam
Q.S. An-Nisa ayat 58. Setiap orang harus diperlakukan secara setara di hadapan hukum
tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun keyakinan. Kedua, keseimbangan unsur
untuk mencapai tujuan, sebagaimana digambarkan dalam Q.S. Al-Infithar ayat 6-7.

Penciptaan manusia dengan unsur-unsur yang seimbang menjadi metafora bagi setiap
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sistem (termasuk sistem hukum dan fiskal) yang harus disusun secara proporsional agar
dapat mencapai tujuan ideal.

Ketiga, pemberian hak kepada pemiliknya secara proporsional sebagai lawan dari
kezaliman. Pengertian ini menempatkan keadilan sebagai antitesis dari zalim (memberikan
sesuatu kepada yang tidak berhak atau menyalahgunakan hak). Keempat, keadilan Ilahi
(Q.S. Ali-Imran: 18) yang menegaskan sifat Allah sebagai penegak keadilan (ga'iman bi al-
qgisth). Keadilan bukan hanya nilai moral kemanusiaan, tetapi juga merupakan tabiat ilahiyah
yang menuntut setiap hamba untuk meniru dan menerapkannya dalam relasi sosial. Secara
esensial, keadilan dalam Al-Qut'an menuntut setiap insan untuk memberikan hak yang
semestinya, memperlakukan semua orang secara obijektif, serta menjaga keseimbangan
antara kewajiban, hak, kebutuhan, dan kemanfaatan dalam setiap tindakan. (Shihab, 1996,
pp. 115-116)

Kemudian, terkait dengan teori maslahah mursalah. Kata a/-maslahah memiliki arti dan
sewazan (seimbang) dengan kata a/-manfaat yakni bentuk mashdar yang bermakna baik serta
memiliki manfaat. Almaslahah adalah bentuk mufrad atau tunggal yang jamaknya a/-
mashalth. Arti bahasa tersebut, dapat dipahami almaslahah mencakup semua yang
menghadirkan manfaat, baik dengan cara mengambil serta melakukan suatu perbuatan
ataupun menolak dan menjauhkan segala yang mengakibatkan kemudharatan dan

kesusahan. Pada pandangan al-Buthi, a/-maslabah merupakan:

pelai s agl sic 5 agu 55 agiay Jada (ga saliad alall o L3l Lo aal ) Aadiall) ; daliadll
s Lo i 5 (ko ol sl
Z Al-maslabab merupakan manfaat yang ditetapkan syar’i supaya bamba-hambanya yang
mencakup penjagaan agama, diri, akal keturunan dan barta merkea sesuai dengan urutan
tertenty”.(Firdaus, 2017, p. h. 93)
Definisi ini memperlihatkan bahwa a/-maslahah memiliki keterkaitan langsung dengan

al-kulliyat al-khams (lima fondasi utama kehidupan) yang menjadi inti dari maqashid syariah.
Kelima fondasi tersebut adalah /ifzh al-din (perlindungan agama), hifzh al-nafs (perlindungan
jiwa), hifzh al-'aq/ (perlindungan akal), hifzh al-nas/ (perlindungan keturunan), dan bifzh al-mal
(perlindungan  harta). Kebijakan pemutihan pajak kendaraan secara substantif
bersinggungan dengan dimensi hifzh al-mal, baik dari sisi negara (penerimaan PAD untuk
pembangunan) maupun dari sisi individu (legalitas kepemilikan aset kendaraan).

Para pakar ushul fikih mendefinisikan Maslahah mursalah sebagai proses penetapan
hukum syariah untuk persoalan-persoalan baru yang belum diatur secara spesifik oleh Al-
Qur'an, hadis (nash), maupun kesepakatan ulama (ma'). Penetapan hukum ini berpijak pada

prinsip perlindungan kemaslahatan publik. Standar kemaslahatan tersebut harus merujuk
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pada perlindungan terhadap lima fondasi utama yang dikenal dengan alkulliyat al-khams
(Dzajuli, 2022, p. 86). Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, Masiahah mursalah dapat
dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam dengan beberapa syarat: kemaslahatan
tersebut sesuai dengan kehendak syara', tidak bertentangan dengan Al-Qut'an, sunnah, dan
ijma', serta berada pada tingkat dbaruriyyat atau hajiyyat yang setara dengan dbaruriyyat
(Hidayatullah, 2018; Novika & Umardani, 2023; Rahmah & Fauzan, 2025; Setiowati &
Umardani, 2024).

Imam Al-Syathibi dalam karyanya al-Muwafagat memperluas konsep ini dengan
menekankan pendekatan integralistik antara nash dan akal. Menurut Al-Syathibi, Maslahah
mursalah merupakan kemaslahatan yang ditemukan pada kasus-kasus baru yang tidak
ditunjuk secara spesifik oleh nash tertentu, tetapi mengandung kemanfaatan yang sejalan
(al-munasib) dengan ruh syariah (Akhsinawati & Fauzan, 2022; Azzahra & Pratama, 2025;
Institute, 2024; Syarifah & Fauzan, 2022). Pendekatan Al-Syathibi ini lebih dinamis karena
memberi ruang bagi ijtihad dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, termasuk
kebijakan fiskal modern seperti tax amnesty atau pemutihan pajak. Tradisi pemikiran ini
kemudian dilanjutkan oleh Najm al-Din al-Thufi yang bahkan menempatkan maslahah
pada posisi tertinggi sebagai sumber hukum, meskipun pandangan ini ditolak oleh
mayoritas ulama Sunni karena dianggap dapat menafikan keotoritatifan nash (Taufiq, 2022).

Tingkatan maslahah bagi kehidupan manusia, menurut tradisi klasik ushul fikih,
terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, maslabab dharuriyat, yaitu kebutuhan dasar yang
apabila terabaikan akan menimbulkan kehancuran. Kategori ini mencakup perlindungan
agama (din), jiwa (nafs), akal (‘agl), keturunan (nas)), dan harta (mal). Kedua, maslabab bajiyat,
yaitu kebutuhan yang berfungsi memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, kehidupan tidak akan hancur, tetapi akan menemui
banyak kesulitan. Ketiga, maslabah tabsiniyat, yaitu kebutuhan yang berfungsi sebagai
pelengkap dan penyempurna kehidupan (Affarudin, 2019, p. h. 114)" Klasifikasi ini menjadi
pedoman bagi ulama dalam menetapkan prioritas hukum, di mana kemaslahatan yang lebih
tinggi tingkatannya harus diutamakan ketika terjadi pertentangan antara beberapa
kemaslahatan.

Sementara itu, berdasarkan eksistensi dalilnya, maslahah dibedakan menjadi tiga jenis:
maslabab mn'tabarah (diakui secara tegas oleh syara'), maslahah mulghah (ditolak karena
bertentangan dengan ketetapan #ash), dan maslahah mursalah (tidak ditolak maupun diakui
secara eksplisit oleh nash, tetapi sejalan dengan ruh syariah). Maslabah nursalah inilah yang

menjadi obyek utama pembahasan dalam penelitian ini, karena ia merupakan instrumen
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utama untuk menilai validitas kebijakan publik yang bersifat kontemporer dan belum diatur
secara spesifik oleh nash.

Bahwasannya kemaslahatan itu memiliki sifat yang hakiki tidak disandarkan kepada
prasangka semata. Jelasnya, maslahat ini bisa diterima secara logika keadaannya. Oleh sebab
itu, maksud pensyariatan sesuatu hukum Islam bermaksud supaya menghadirkan
kemanfaatan atau menjauhkan kemudharatan. Kemaslahatan tersebut senada dengan
maqashid syari'ah serta tidak berlawanan dengan nash maupun dalil-dalil qath’i. Dapat
disebut juga, kemaslahatan itu searah dengan kemaslahatan yang sudah tercantum dalam
syara’ (Firdaus, 2017).

Kemaslahatan tersebut tertuju terhadap umum atau banyak orang, yaitu menyangkut
kemaslahatan terhadap pribadi ataupun kemaslahatan orang umum atau universal. Melihat
dari syariat islam, bahwasannya syariat Islam berlaku untuk semua orang (Taufig, 2022).
Dengan demikian, kerangka analitis ini menyediakan tiga pintu evaluasi yang ketat bagi
setiap kebijakan publik. Sebuah kebijakan yang hanya memenuhi satu atau dua syarat saja,
sementara melanggar syarat lainnya, tetap tidak dapat dianggap sebagai maslahah yang sahih
dan tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kokoh menurut ushul fikih klasik maupun
kontemporer.

Gubernur, sebagaimana kepala daerah lainnya, memiliki kewenangan diskresi, yaitu
hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat administrasi negara untuk
mengambil keputusan atau tindakan dalam menyelesaikan masalah yang ada. Kewenangan
ini diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Pamungkas, 2022, p. h. 20). Diskresi ini bersifat kondisional
dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB),
berdasarkan alasan obyektif, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur Achmad Dimyati
Natakusumah menggunakan kewenangan diskresi ini untuk mengeluarkan kebijakan
pembebasan pokok dan sanksi pajak kendaraan (pemutihan pajak kendaraan) yang tertuang
dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025. Berdasarkan analisis
terhadap pernyataan resmi gubernur dan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Provinsi Banten, terdapat sekurang-kurangnya tiga faktor utama yang mendorong
dikeluarkannya kebijakan tersebut.

a. Pembersihan data tunggakan pajak, Tercatat lebih dari dua juta kendaraan di

Banten yang menunggak pajak. Menurut Plt. Kepala Bapenda Banten, Rita

144 | Rekonstruksi Keadilan Fiskal ... (Hamid, Sumirah, Mursidah, Saputra)



Manabia: Vol. 06, No. 01, Jun 2026: 135-158
Journal of Consitutional Law

Prameswari, jumlah kendaraan yang mengikuti program pemutihan pajak sejak
April 2025 mencapai kurang lebih 850.564 unit kendaraan (Abas, n.d.). Dengan
adanya kebijakan ini, pemerintah daerah berharap dapat membersihkan data
administrasi kendaraan yang tidak aktif, sehingga data yang dimiliki di masa
mendatang akan lebih akurat. Akurasi data ini penting untuk perencanaan
kebijakan fiskal, deteksi kendaraan ilegal, hingga keamanan lalu lintas. Hal ini
sejalan dengan temuan penelitian Pratama dan Mustika (2023) yang menunjukkan
bahwa program pembebasan tunggakan pajak kendaraan secara signifikan
memperbaiki akurasi basis data perpajakan daerah, meskipun efek jangka
panjangnya terhadap kepatuhan masih bergantung pada penegakan hukum yang
konsisten.

b. Untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Tujuan ini sangat strategis
bagi Provinsi Banten karena PAD merupakan sumber utama pembiayaan
pembangunan sarana dan prasarana, terutama infrastruktur jalan, termasuk jalan di
pedesaan. Hal ini sejalan dengan misi Gubernur Banten yang dikenal dengan
slogan "Bang Andra" (Bangun Jalan Desa Sejahtera). Dengan terbangunnya
infrastruktur tersebut, manfaatnya diharapkan dapat dirasakan secara langsung
oleh masyarakat Banten, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedesaan dan
terpencil (Pratama et al., 2025). Studi yang dilakukan di Sukabumi menunjukkan
bahwa program pemutihan pajak kendaraan mampu meningkatkan jumlah wajib
pajak yang melunasi tunggakan dan secara signifikan menyumbang pertumbuhan
PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor (Hanafi & Nurhayati, 2025).

c. Meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak serta meningkatkan
kepatuhan wajib pajak (Abas, n.d.). Faktor ini menjadi semakin relevan dalam
konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, di mana banyak rumah
tangga masih menghadapi tekanan finansial. Dengan dibebaskannya pokok dan
sanksi administrasi PKB, masyarakat penunggak diharapkan dapat kembali tertib
membayar pajak tanpa terbebani akumulasi denda yang sering kali lebih tinggi
daripada pokok pajak itu sendiri (Z, n.d.). Namun demikian, sejumlah studi
mengingatkan bahwa pemberian insentif jangka pendek seperti ini berisiko
menimbulkan moral hazard dan ekspektasi serupa di masa depan (Hermawan et
al., 2020; Sayidah et al., 2020). Oleh karena itu, kebijakan pemutihan pajak harus

ditkuti oleh penguatan administrasi, edukasi perpajakan, dan penegakan sanksi
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yang konsisten agar tidak menjadi kebijakan rutin yang justru melemahkan disiplin
fiskal.
2. Kebijakan Gubernur Banten Ditinjau dari Perspektif Prinsip A/-’adl dan
Maslahah Mursalah
Analisis penulis menunjukkan bahwa Keputusan Gubernur Banten No. 286 Tahun
2025 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip A~ ad/ (keadilan), karena insentif berupa
penghapusan sanksi pajak dinilai lebih menguntungkan penunggak daripada wajib pajak
taat. Pemerintah Provinsi Banten memang merencanakan pemberian reward bagi warga yang
taat pajak—seperti hadiah umrah yang pengumumannya diundur ke 23 Desember 2025—
namun bentuk apresiasi ini dianggap tidak setara dengan pembebasan denda yang diterima
penunggak (Inayati, Pratama, et al, 2025). Selain itu, karena sistem pemberian reward
dilakukan melalui mekanisme undian, nilai keadilannya semakin dipertanyakan sebab tidak
seluruh masyarakat yang taat pajak mendapatkan manfaat yang pasti dan merata
sebagaimana kemudahan yang diberikan kepada para pelanggar (Rasyid Ridho, n.d.).
Kebijakan tersebut tidak adil bagi mereka yang taat membayar pajak. Jika kita
merujuk kepada prinsip AX'ad/ dalam Al-Qur'an, di mana arti adil mencakup "sama"
(persamaan hak) dan "seimbang" (proporsionalitas), maka pemberian insentif yang sangat
besar kepada penunggak dan apresiasi yang sangat terbatas kepada wajib pajak taat jelas
mencederai prinsip persamaan dan keseimbangan tersebut. Sebagaimana firman Allah
dalam Q.S An-Nisa ayat 58:
ke Vaas a5 Ol 134885 0 ol (55 2885 1305 Tahl D i1 35 3 &b an

(D) s e G Al (Y %y

Sesunggubnya Allah memerintabkan kamu menyampaikan amanta terbadap yang berhak
menerimanya dan (memerintabkan kamn) jika menetapkan hukum di antara manusia agar
kamu menetapkan dengan adil”

Keadilan adalah salah satu suatu nilai yang dijunjung tinggi pada semua sistem hukum

serta agama, salah satunya dalam agama Islam. Dalam pandangan Islam, keadilan bukan
hanya dimengerti sebagai tindakan yang setara, tapi merupakan sebagai penempatan sesuatu
terhadap tempatnya secara proposional serta benar (a/-'adl) (Setiowati & Umardani, 2024).
Al-Qur’an secara eksplisit memerintahkan pentingnya berlaku adil, bahkan bagi seseorang
yang tidak disukai atau keyakinannya berbeda. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S An-
Nabhl ayat 90:

B80T e Sy Qa5 et e s o (o3 (s ey Sl el &y
O3K%
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” Sesunggubnya Allah  menynrub  berlakn adil, berbuat febajikan, dan memberikan
bantuan kepada fkerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan
permusuban. Dia memberi pelajaran kepadamn agar kamn selaln inga?”. (Q.S. An-Nahl

ayat 90).(Online, n.d.)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan perintah pertama sebelum ihsan,

yang berarti bahwa keadilan adalah fondasi dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu
sebelum suatu kebijakan dapat dikategorikan sebagai bentuk kebajikan publik. Dalam
konteks Keputusan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025, pemerintah daerah
secharusnya mendesain kebijakan yang mampu mengakomodasi dua kepentingan sekaligus:
pemulihan piutang pajak dan apresiasi terhadap kepatuhan. Skema yang dapat
dipertimbangkan antara lain pemberian diskon pokok pajak tahun berjalan bagi wajib pajak
yang konsisten taat, pengurangan PKB tahun berikutnya secara otomatis, atau insentif
berupa akses prioritas pelayanan publik bagi wajib pajak yang memiliki rekam jejak
kepatuhan yang baik. Skema-skema seperti ini akan membuat kebijakan fiskal tidak hanya
efektif secara ekonomis, tetapi juga adil secara moral (Pratama & Sekar, 2024).

Lebih jauh, ketidakseimbangan insentif berpotensi menciptakan apa yang dalam
literatur ekonomi perilaku disebut sebagai crowding-out effect terhadap motivasi intrinsik
untuk patuh pajak. Ketika wajib pajak melihat bahwa kepatuhan tidak mendapatkan
apresiasi yang setara dengan penghapusan denda bagi pelanggar, mereka mungkin akan
menunda pembayaran pajak di periode mendatang dengan harapan adanya program
pemutihan serupa. Hermawan et al. (2020) menemukan pola perilaku oportunistik
semacam ini dalam praktik tax amnesty di Indonesia. Dengan demikian, secara praktis,
kebijakan yang tidak memperhatikan keadilan justru dapat menjadi bumerang bagi tujuan
kebijakan itu sendiri, yaitu meningkatkan kepatuhan dan PAD secara berkelanjutan.

Analisis terhadap Keputusan Gubernur Banten No. 286 Tahun 2025 menunjukkan
bahwa pemutihan pajak kendaraan dapat dikaji melalui instrumen maslabah mursalah, yakni
penetapan hukum demi kemanfaatan umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam dalil
syara'. Agar dianggap sah sebagai dasar hukum, maslahat tersebut harus memenuhi tiga
kriteria utama: bersifat hakiki (memberi manfaat nyata), tidak bertentangan dengan Al-
Qur'an, Hadits, 7a', maupun giyas, serta bersifat universal untuk kepentingan masyarakat
luas, bukan golongan tertentu..(Irsyad Al Fikri Y, 2025)

Adapun kaidah fighiyah yang terkait dengan maslahah mursalab:

I
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¥ Apabila terdapat beberapa kemaslabatan bertabrakan, maka maslahat yang paling besar

(lebib tinggi) harus didabulukan. Dan apabila terdapat mafsadab (babaya, kerusakan)

bertabrakan, maka yang dipilib ialah mafsadah yang paling ringan”.

Kaidah ini menetapkan bahwa jika terdapat beberapa kemaslahatan yang tidak dapat
dilakukan secara bersamaan, maka kemaslahatan yang lebih besar harus diprioritaskan
karena mengandung kebaikan yang lebih tinggi di sisi Allah. Namun, jika semua
kemaslahatan memungkinkan untuk diraih sekaligus, maka penggabungan seluruhnya
adalah pilihan utama. Sebaliknya, dalam menghadapi situasi yang mengharuskan memilih di
antara beberapa keburukan (mafsadaf), maka diambil risiko yang paling kecil, meskipun
idealnya adalah mengupayakan agar seluruh kemaslahatan tercapai dan segala keburukan
terhindari sepenuhnya.(Almanhaj, n.d.) Kebijakan pemutihan pajak kendaraan melalui
Keputusan Gubernur Banten No. 286 Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan
efektivitas pendapatan daerah sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat yang
sedang dalam masa pemulihan. Melalui penghapusan denda ini, pemerintah berupaya
menstimulasi ketaatan wajib pajak dengan memberikan kemudahan akses bagi para pemilik
kendaraan (Pratama et al., 2024). Pada dasarnya, program ini merupakan strategi distribusi
kemudahan agar masyarakat kembali aktif memenuhi kewajiban pajaknya tanpa terbebani
akumulasi sanksi administratif.

Sebagaiman firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 185:
el 220 5 50l & s
“Allah mengebndaki kenudaban bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran baginu’”.

Penghapusan denda bagi masyarakat yang kesulitan, terutama mereka yang memiliki
tunggakan menumpuk, adalah bentuk Zzysir (kemudahan) dan menghilangkan kesulitan.
Adapun manfaat dari kebijakan tersebut yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat
diidentifikasi sebagai berikut: pertama, masyarakat tidak harus membayar denda
keterlambatan yang relatif tinggi, sehingga beban finansial mereka berkurang signifikan;
kedua, perbaikan data administrasi kendaraan, yang dapat menjadi acuan terhadap legalitas
kepemilikan kendaraan (harta) seseorang, sejalan dengan inti kemaslahatan yang ditetapkan
syar'i, yaitu pemeliharaan terhadap lima hal pokok (ai-gulliyat al-khams), khususnya hifzh al-
mal (Z, n.d.); ketiga, menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selanjutnya dapat
dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah, misalnya infrastruktur jalan,

pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya (Novika & Umardani, 2023).
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Kebijakan pemutihan pajak kendaraan memberikan kemaslahatan umum, khususnya
bagi penunggak pajak yang mendapatkan keringanan signifikan berupa penghapusan sanksi
dan hanya membayar pokok pajak tahun berjalan. Hal ini diharapkan mampu menjaga
stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten secara kolektif
(Pratama, 2024a). Namun, kebijakan ini memicu isu ketidakadilan bagi wajib pajak taat yang
merasa terabaikan, karena insentif justru diberikan kepada pelanggar aturan, sementara
kepatuhan mereka tidak mendapatkan apresiasi setara.

Inilah titik kritis analisis Maslahah mursalah dalam penelitian ini. Kebijakan pemutihan
pajak ini dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip Maslahah mursalah karena
mencederai nilai keadilan proporsional yang diperintahkan oleh dalil gazh'7 dalam Al-Qur'an.
Penggunaan maslahah tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan absolut, mengingat
pemberian insentif khusus bagi pelanggar tanpa apresiasi yang setara bagi wajib pajak taat

berpotensi melanggar ketentuan syariat berikut:
iy el oUaadh co (4 oAl s (sl 5 glaas iy Sl &)
7 Sesunggubnya Allah  menynrub  berlakn adil, berbuat kebajikan, dan memberikan
bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan
permusuban. Dia memberi pelajaran kepadamn agar kamn selaln inga?”. (Q.S. An-Nahl
ayat 90).
ORI RETI W

“Dan hendaklah kamu berlakn adil, sesunggubnya Allah mencintai orang-orang yang
berlakn adil’. (Q.S Al-Hujurat ayat 9).(Online, n.d.)

Rekonstruksi Keadilan Fiskal ... (Hamid, Sumirah, Mursidah, Saputra) | 149



Manabia: Vol. 06, No. 01, Jun 2026: 135-158
Journal of Consitutional Law

Mencermati segala kaidah fiqih dan dalil garh’i di atas, kita akan lebih mudah
menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, yaitu dengan menganalisis
masalah tersebut dan mengelompokkannya ke dalam kaidah figih yang relevan (Inayati,
Faristiana, et al., 2025). Pemahaman terhadap kaidah fikih akan memberikan jalan keluar
dari berbagai perbedaan pendapat, sekaligus memastikan bahwa hasil ijtthad mendekati
kebenaran (Pratama, 2021). Dalam konteks Keputusan Gubernur Banten Nomor 286
Tahun 2025, integrasi antara Maslahah mursalah dan dalil gath'i keadilan menuntut adanya
rekonstruksi kebijakan yang lebih seimbang. Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan dengan
menyertakan skema apresiasi yang konkret, terukur, dan menjangkau seluruh wajib pajak
taat, bukan hanya berupa undian yang bersifat probabilistik.

Lebih jauh, perlu diingat bahwa Maslabah mursalah pada hakikatnya bukanlah sumber
hukum yang berdiri senditi (independent), melainkan metode istinbath hukum yang harus
tetap berada dalam koridor Al-Qutr'an, sunnah, dan 7ma’ (Hidayatullah, 2018). Oleh karena
itu, setiap kebijakan publik yang dijustifikasi dengan Maslahah mursalah harus tetap diuji
menggunakan tiga lapis verifikasi: (1) verifikasi tekstual terhadap dalil gazh'7; (2) verifikasi
kontekstual terhadap kemaslahatan yang dituju; dan (3) verifikasi prosedural terhadap
mekanisme implementasinya (Pratama, 2024b). Kebijakan pemutihan pajak Banten lulus
pada lapis kedua dan ketiga, tetapi terkendala pada lapis pertama, khususnya pada dimensi
keadilan. Maka, status kebijakan ini menurut Maslahah mursalah adalah kebijakan yang baik
secara intensi, namun belum sempurna secara substansi.

Kedua perspektif di atas, yakni A/-'ad/ dan Maslahabh nmursalab, sesungguhnya bermuara
pada satu kesimpulan integratif yang penting: kebijakan pemutihan pajak kendaraan Banten
mempunyai legitimasi normatif yang kuat dalam dimensi kemanfaatan (jalb al-mashalib),
tetapi mengalami defisit legitimasi pada dimensi keadilan distributif (a/-'ad/ al-tanzi'7). Dalam
tradisi fzgzh siyasah, kombinasi semacam ini biasa disebut sebagai siyasah syar'iyyah yang masih
perlu ditashih (dikoreksi), bukan ditolak secara keseluruhan. Pendekatan korektif ini sejalan
dengan kaidah ushul fikih "wa la_yudrakn kullubu la yutrakn jullubun" (apa yang tidak bisa
diraih seluruhnya, tidak ditinggalkan sebagian besarnya). Artinya, kebijakan ini tetap layak
dilanjutkan, namun harus disertai rekonstruksi pada elemen-elemen yang bermasalah agar
memenuhi standar keadilan substantif. Argumen ini diperkuat temuan Rechberger et al.
(2010) yang membuktikan bahwa persepsi keadilan terhadap zax ammnesty secara signifikan
memengaruhi kepatuhan pajak pasca-amnesti—semakin adil suatu kebijakan pemutihan
dipersepsikan, semakin jujur masyarakat melaporkan pendapatannya pada periode

pelaporan berikutnya (Rechberger et al., 2010).
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Rekonstruksi yang dimaksud setidaknya mencakup tiga lapis perbaikan secara
berurutan dan saling melengkapi. Pertama, lapis substantif, dengan memperkenalkan skema
apresiasi yang setara bagi wajib pajak taat. Misalnya, potongan PKB tahun berikutnya
sebesar 5-10% bagi pembayar tepat waktu selama tiga tahun berturut-turut, prioritas
layanan e-Samsat, atau pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
ketika menjual atau membeli kendaraan baru (Rahmah & Fauzan, 2025). Skema seperti ini
bukan sekadar simbolis, tetapi memiliki nilai ekonomis yang dapat dirasakan langsung oleh
wajib pajak taat, schingga keseimbangan insentif antara penunggak dan pembayar taat
menjadi lebih proporsional. Pentingnya skema apresiasi ini diperkuat oleh studi Inasius et
al. (2020) yang menemukan bahwa persepsi keadilan dan kesetaraan sosial merupakan
determinan perilaku kepatuhan pajak yang lebih kuat dibandingkan faktor ekonomi semata
seperti tarif dan probabilitas audit (Inasius et al., 2020). Lebih jauh, Saptono dan Khozen
(2024) dalam analisis sippery slope framework menemukan bahwa kebijakan zax ammesty di
Indonesia cenderung menekankan otoritas kekuasaan (power) ketimbang keadilan (fazrness),
sehingga tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip pemungutan pajak yang dikemukakan
Adam Smith (Saptono & Khozen, 2024). Pelajaran serupa juga ditemukan pada konteks
SME di Zambia, di mana amnesti yang berulang menciptakan moral hazgard dan menggerus
kepercayaan terhadap administrasi pajak nasional (Mukoka, 2026).

Kedua, lapis prosedural, dengan memperkuat sosialisasi, transparansi, dan
akuntabilitas mekanisme pemberian insentif kepada masyarakat luas. Studi empiris
Erasashanti et al. (2024) terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia
menggunakan pendekatan affribution theory menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak yang
dibangun melalui sosialisasi sistematis dan layanan transparan memiliki pengaruh signifikan
terhadap tingkat kepatuhan pembayaran PKB (Erasashanti et al., 2024). Pangestuti dan
Zahiroh (2024) melalui kajian sistematis terhadap 134 artikel jurnal juga menegaskan bahwa
efektivitas insentif fiskal dapat ditingkatkan secara signifikan melalui program sosialisasi
yang komprehensif, interaktif, dan terukur, disertai penguatan peran Account Representative
dalam mendampingi wajib pajak (Pangestuti & Zahiroh, 2024). Implikasi praktisnya,
pemerintah Provinsi Banten dapat mempertimbangkan publikasi laporan tahunan mengenai
jumlah penerima manfaat pemutihan dan distribusi penggunaan PAD yang dihasilkan,
sechingga masyarakat dapat menilai sejauh mana kebijakan ini berdampak nyata pada

pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di tingkat daerah.
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Ketiga, lapis temporal, dengan membatasi frekuensi kebijakan pemutihan agar tidak
menjadi rutinitas berkala yang melemahkan disiplin fiskal masyarakat. Idealnya, kebijakan
pemutihan hanya dikeluarkan sekali dalam satu periode kepemimpinan dan ditkuti
komitmen pemerintah daerah untuk memperketat penegakan pajak setelahnya.
Kekhawatiran terhadap pengulangan kebijakan pemutihan ini bukan tanpa dasar empiris
yang kuat. Studi Adan dan Amin (2024) di Kota Baubau menyimpulkan bahwa meskipun
tax ammesty dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, dalam jangka
panjang kebijakan ini berisiko menurunkan kepatuhan pajak akibat ekspektasi pengulangan
amnesti yang bersifat sistemik (Adan & Amin, 2024). Temuan serupa juga ditegaskan
Hermawan et al. (2020) yang menunjukkan bahwa amnesti pajak berulang di Indonesia
memunculkan woral hazard berupa perilaku oportunistik wajib pajak yang sengaja menunda
pelunasan kewajiban perpajakannya (Hermawan et al, 2020). Dengan ketiga lapis
rekonstruksi ini—substantif, prosedural, dan temporal—kebijakan pemutihan pajak
kendaraan akan mencapai keseimbangan ideal antara nilai AX'ad/ dan Maslabah mursalab,
yaitu adil bagi seluruh wajib pajak, sekaligus maslahat bagi negara dan masyarakat Banten

secara berkelanjutan dan inklusif.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan komprehensif yang telah diuraikan, penelitian ini
menghasilkan tiga simpulan utama yang saling berkelindan. Pengambilan keputusan
kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten didasarkan pada
kewenangan diskresi yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta didukung oleh Pasal 65 ayat (2) huruf ¢ dan
d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Faktor
pendukung dikeluarkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025
mencakup tiga aspek utama, yaitu: (a) pembersihan data tunggakan pajak kendaraan; (b)
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan infrastruktur jalan
pedesaan melalui program "Bang Andra"; serta (c) meringankan beban masyarakat sekaligus
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perspektif A/'ad/, kebijakan ini dinilai belum
mencerminkan keadilan substantif bagi wajib pajak taat. Insentif pembebasan pokok dan
sanksi dominan dinikmati penunggak, sementara apresiasi bagi wajib pajak taat hanya
berupa undian reward terbatas yang tidak menjangkau seluruhnya secara merata. Hal ini
berbenturan dengan prinsip keadilan dalam Q.S. An-Nisa: 58 dan Q.S. An-Nahl: 90 yang

menempatkan a/-'ad/ sebagai perintah utama sebelum alzhsan, sekaligus berpotensi
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menciptakan crowding-out effect terhadap motivasi intrinsik kepatuhan pajak. Perspektif
Maslahah mursalah, kebijakan ini memang mengandung manfaat umum dan sejalan dengan
magqashid syariah, khususnya pada dimensi b#fzh al-mal melalui peningkatan PAD dan legalitas
aset kendaraan Masyarakat (Putri & Pratama, 2025). Namun, penerapannya belum

sempurna karena mencederai aspek keadilan yang merupakan syarat utama sahnya

berhujjah dengan Maslahah mursalah. Mengingat Maslahah mursalah tidak boleh bertentangan
dengan dalil-dalil gath'i, kebijakan ini menempati posisi sebagai kebijakan yang baik secara
intensi namun belum sempurna secara substansi, schingga perlu dievaluasi dan

direkonstruksi agar memberikan keseimbangan insentif bagi seluruh lapisan masyarakat.
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